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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
,/ 

NOMOR 3'4 Tal'lUn 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG KESENIAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK3501/MKP/ 
2010 ten tang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, 
dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, 
perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Bidang Kesenian di Kabupaten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten 
Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Un ang- Tn ai1g Torno 12 Tahun 2008 tentang 
PerL l aJ""1 K - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Re ublik Indone 18 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
L mbarat Negara R pub i <: 11 ' onesia Nomor 484 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t ntang 
Perimbangan Keua gan Antara Pemerintah Pusa t dan 
Dae. rah (LerD rar.. Negara Repuhlik Indonesia Tahu n 2004 
NomoI' 126, Tam . 81 an Lembaran Negara Republik 
Indonesia NomoI' 1.1 438); 

8. Und-:·mg-LJndang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang 
Pem ben tukan Peratu ran Perundang-undangan (Lemharan 
Negara ep ublik Indon esia Tah n 2011 omor 12, 
Tambahan LembcLTaJ1 Ncgara Repu blik Indonesia Nomor 
52 4) ; 

9. Perat 1 an Pem rint' NomoI" 79 Tahun 2 05 tentang 
mbinaan an Pengaw san Penyelenggaraan Pemerintah 

D g a . ep blik Indonesia Tahun 2005 
NomoI' 165, Tanbah o: n Lembaran Negara Nomor 4593); 

10. Pera tu ra n Pen erintah NomoI' 6 5 Tahun 200 5 ten tang 
Pec om" n Penyus un n dan Pener pan Standar Pelayanan 
Min imal (Lembaran [ ~gara Repu blik Indonesia Tahun 2005 
No lOr 150, Tarnbahan Le baran egara Nomor 4585); 

11. Perat ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pe agian urusan Peme4intal1an Antara Pemerintah, 
Pen erint. ha Dae ah Pro i si dan Pemerintahan Daerah 
Kab lpaten/ K ta (L m ~ aran Negara Republik Indonesia 
Tah n 2007 NomoI' 82 , ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerin t ' Nomor 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perang '.:.at Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.I06jHK3501jMKP/2010 ten tang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesenian; 
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16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
KabupateL Tas' nal T'. N l~ r 4 Tahun 2011 tentang 
Pe ubah.an las Pe a u ' 3....'1 D rah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten 
Ta i malaya ( Jed ta a er (a upaten Ta sikmalaya Tahun 
2012 Nomor 8); 

19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tabun 2008 
tentang Rincian Tugas Unit Dinas 
Ke udayaan I bu )aten Tasikmalaya 

Pariwisata dan 
(Berita Daerah 

Kabupaten TasikIYl aya c: hun 2008 Nomor 38). 

MEMUTUSKi\N : 

PERATURAt~· BUPA.TI TA SIKMALAYA TENTANG PENERAPAN 
DAN PENCA.r Alf\N ~:.TAN - R PELAYA N MINIMAL BIDANG 
KES AN T B JPATBN . IG AL 

AB 
F ETE lTU AN U 11:1 

P sal 

Dalam Per tu ra..11 ini, yang dima l{.sud dengan : 
1. Daerab adalah Kabu paten l siki lalaya; 
2. Pemerintah Daerah adaJah Bu pati b ,serta Perangka t Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemelintahan Daerah ; 
3. Bupati adalah Bupati Ta sik malay ; 
4. Dinas adalah Din as Pariv:r isa ta . an Veb l' ayafm 1. a bupaten Tasikmalaya; 
5. Urusan Pemerintah n d~aL fu n g.:>i -fu ,s i Jcmerintahan yang menjadi hak 

dan kewajiban s t"ap tihg:k~tan dan j ata su ' u nan Pemerintahan untuk 
mengatur dan menguru ~ fungsi·-fungsi ters but Tang menjadi kewenangannya 
dalam rangka melindungi, n 18Y811i, merrh) rdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat; 

6. Urusan Wajib adalah urusan yanO' wajib dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat; 

7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam 
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM 
Kesenian adalah tolok ukur kinerja pelayanan melalui jalur Kesenian yang 
diselenggarakan di Daerah; 

9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat 
menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kruya seni yang 
diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam; 
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10. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni 
yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang 
terkandung didalarnnya; 

11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan 
pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu 
sendiri; 

12. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan 
keserasian an tara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan; 

13.Indikator Keberhasilan Bidang Kesenian adalah ukuran besaran yang 
dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan 
pencapaian keberhasilan. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya SPM bidang Kesenian adalah acuan dalarn melaksa akan 
urusan wajib bidang Kesel ian 

Pasal, 

Tujuan itetapkannya SPM bidang Keseni.-Jl adalah : 
a. men ingkatkan akses kualita2 pclayan" n L>~df-.J.ng kesenian kepada nla syarakat; 
b. meningkatkan pengawasan terharia p ket)ijakan yang langsung erhadapan 

dengan masyarakat; 
c. menin gkatkru fisiensi dan efcktivitas pcl .:8nan bidan kesenian. 

P s8.1 I~ 

Fungsi S M bi a:r g Kesenian r~ ( alah se bagai ber 'kut : 
a. peralata untu 1 en 'amin terC::lp inya kondisi rata-rata m inir a l yang harus 

dicapai Pemerin tah Daerab KalJu Jaten Tasikmalaya sebagai penyedia 
pelayanan kes nian ke ada masyarakat; 

b. pengu k ran kinerja p nyelcn; 'araa 1 urusan wajib berkaitan dengan 
pelayanan kesenian kepada tnasya raka t; 

c. priorita s perencanaan deter-ar. dan pr 'oritr s embiayaan APBO Kabupaten 
Tasikmalay" ; 

d. pengeval a sian can lhonitorin:> rlalam pelak 'anaan u ru san wajib bidang 
kebudaya n ; 

e. pengidentifika s ian 1 ... ) tul-:an daerah unt1.lk mel. :ngkatka kinerja dalam 
pelayanan ke ad masyaraka +-; 

f. penyusunan PI' gram-pI' gran1 kes~n ian 3clta pc. rnusan kebijakan Bupati 
dalam menentukan .,::ebijal<:an ~~3. utah Ui 8.T1, tiga tah nan dan lima tahunan; 

g. penentuan stan dar peni a ia n keserdan. 

B .. B III 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENlAN 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang 
Kesenian sesuai dengan SPM bidang Kesenian yang terdiri dari jenis 
pelayanan beserta indikator kinerja dan target; 

(2) Jenis pelayanan dasar bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, meliputi: 
a. Periindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian, dengan 

indikator: 



BABIV 
PENGORGANISASIAN 

Pasal6 

6 

1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai 
SPM bidang Kesenian Kabu paten Tasikmalaya; 

2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Kesenian sesuai dengan SPM Kesenian 
sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya; 

3) Penyelenggaraan pelayanan Kesenian sesuai dengan SPM bidang Kesenian 
dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang 
dibutuhkan; 

4) Tenaga yang dima <sud dalam aya t (3) auruah tena.ga dari Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 

BABV 
PELAKSANAAN 

Pasa17 

(1) SPM bidang esenian yang ditetai:Jki:m me n.l pakan acuan dalam peren canaan 
dan pengangggaran pt:.~ncapajan ta rget minims.l Dinas Pariwisata dan 
Kebu dayaaJ1 Kabupaten 'T'asikmcdaya; 

(2) Perencanaan program G8.rl pcngan.: garan SPM Kesenian sebagaimana 
dimak su d dalam ayat (1) d ilak s8n8Jc-m se.)ua! dengan edoman/ standar teknis 
yang dit tapkan. 

B {! 

PEL! POR.AN 

(1) Kepala Dina '" Pariwisa ta da,-l Kebudayaan menya paik laporan 
pencapai r an pc ~ - "a an SPM -;:.J h un :''lH k' )ada Bupati; 

(2) Bupati TasikmalayG mer vampaikar. laporan te nis tahunan kinerja 
penerapan dar1 penca paiclil SPM 13' · lang K nian k pad Me teri ariwisata 
dan Kebudaya n. 

' AB V;l 
M _ {TORiNG D - N .', ALU S1 

Pdsai 9 

(1) Bupati melaksanakan PCl. < :::l.wasa n dan pen endalian atas penerapan dan 
pencapaian SPM bidang Keseni81"l di h.ab~JPaten Tasikmalaya; 

(2) Untuk melaksanakan kegiatan schagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Bupati dapat membentuk Tim Penga\·vasan dan Pengendalian; 

(3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian 
Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM 
bidang Kesenian dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. 
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pe empatannya al J..l 

Diun angkan di Singaparna 
pada tanggal 23 Des ember 2013 

EK ETARIS DAERAH 
KABUPA N TASIKMALAYA , 

Ditetapkan di ing parna 
pada t al, 23 De embeJ' 2013 

BUPATI TASIKMAI.Aj ' 

BERIT DAE H KABU ATEN TASI MALAYA T UN 2013 OM 34 



LAMPlRAN 
NOMOR 
TANGGAL 

PE RATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

INDlKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN 

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayan an Minimal Pen e a-p aian 
Indikator Rnai Target 

Nasional 
1 Perlindungan, Pengembangan dan 1) Cakupan Kajian Sem 50%: 100 2014 

Pemanfaatan Bidang Kesenian a) Seminar 
b) Sarasehan 
c) Diskusi 
d) Bengkel sem (workshop) 
e) Penyerapan narasumber 
f) Studikepustakaan 
g) Penggalian 
h) Eksperimentasi 
i) Rekonstruksi 
j) Revi talisasi 
k) Konservasi 
1) S tu di b anding 
m) Inventarisasi 
n) Dokumentasi dan 
0) Pengemasan bahan kajian 

2) Cakupan Fasilitasi seni 30% denganjems-jenis fasilitasi : 100 2014 
a) Penyuluhan substansial maupaun teknikal 
b) Pem berian bantu an 
c) Bim bingan organisasi 
d) Kaderisasi 
e) Promasi 
f) Penerbitan d an pendokumenta sian 
g) Kr itik sen i 

3) Cakupan Gelar sem 7 5% 100 20 14 
a) Perge1aran 
b) Pameran 
c) Festival 
d) Lomba 

Waktu Pencapaian 
• 

2011 2012 2013 2014 2015 ! 

15 40 45 50 50 

40 40 45 45 50 

40 40 45 45 7 5 
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No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pencapaian Waktu Pencapaian 
Indikator Nilai Target 2011 2012 2013 2014 2015 

Naslonal 
4) Misi Kesenian 100 2014 100 100 100 100 100 

a ) Pertukaran budaya 
b) Diplomasi I 

c) Promosi kesenian 
• 

2 Sarana dan prasarana 5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% 100 20 14 12 12 15 15 15 
a) SaIjan a sen i 
b) Pakar seni 
c) Pamong budaya 
d) Seniman/budayawan 
e) Kritikus 
f) insan media massa 
g) pengusaha 
h) penyandang dana 

6) Cakupan Tempat 100% I 100 2014 50 50 50 50 50 
a ) Tempat untu k menggelar seni pertunjukan dan I 

pameran 
b) Tempat memasarkan karya seni untukl 

mengembangkan industri budaya 
7) Cakupan organisasi 34% 100 2014 30 30 30 30 30 

a) Organisasi s truktural yang menangani kesenian 
b) Lem baga / dewan kesenian 

- - - - --- --- - - ------ --~-- - - -- - - ---- - - ---- - -- ------ --

TASIKMALAi 

/ lfu RUZHANUL ULUM 

\ \ 

\_- ~-. 


